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PERATURAN KEPALA DESA
KARANGBAWANG

NOMOROSTAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PADA UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
DESA KARANGBAWANG

KEPALA DESA KARANGBAWANG,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pelavanan publik bertujuan untuk
dapat memenuhi harapan masyarakat sebagai pengguna
lavanan;

b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik
secara berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi pada Unit
Penvelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah
Desa Karangbawang melalui survei kepuasan masyvarakat:

¢. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penvusunan Survei
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelavanan Publik
perlu dibentuk pedoman pelaksanaan survel kepuasan
masvarakat pada Unit Penvelenggara Pelayanan Publik Desa
Karangbawang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a. huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Kepala Desa Karangbawang tentang Pedoman
Pelaksanaan Sunvei Kepuasan Masyvarakat pada Unit
Penvelenggara Pelayanan Publik Desa Karangbawang;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Mengingat :  Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;




2.

Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2oo9 tentang

Pelavanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038):
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor  5495)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelavanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215);
Peraturan Pemerintah Nomor 453 Tahun 2o14 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6178);

2012 tentang



Menetapkan

Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan

8.
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelavanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 615):

9. Peraturan Menteni Dalam Negeni Nomor 44 Tahun 2016 tentang

Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1037);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016

11.

12,

13.

14.

tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017
tentang Standar Pelavanan Minimal Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);

Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan  Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
Peraturan Desa Karangbawang Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
(Lembaran Desa Karanggedang Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN KEPALA DESA  TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PADA UNIT
PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK DESA KARANGBAWANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Karangbawang Kecamatan Rembang
KabupatenPurbalingga.

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.




3. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyal
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyvelenggarakan

rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari

Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

4. Perangkat Desa adalah unsur staf vang membantu Kepala Desa
dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi
dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala
Desa dalam pelaksanaan kebijakan vang diwadahi dalam
bentuk pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan.

5. Survei Kepuasan Masyarakat vang selanjutnyva disebut Survei
adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang
tingkat kepuasan masvarakat vang diperoleh dari hasil
pengukuran atas pendapat masyvarakat dalam memperoleh
pelavanan dari penyelenggara pelayanan publik.

6. Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayvanan vang
dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai
upayva pemenuhan kebutuhan penerima pelavanan maupun
dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

7. Penyelenggara Pelayanan Publik adalah Perangkat Desa vang
secara langsung maupun tidak langsung memberikan
pelavanan kepada penerima pelavanan publik.

8. Penerima Pelavanan Publik adalah orang, masvarakat,
organisasi, lembaga, instansi pemerintah/swasta dan pelaku
usaha vang menerima pelavanan.

9. Unsur Survei adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam
penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sebagai
variabel pelaksanaan survei.

10. Pelaksana Survei adalah Penyelenggara Pelayanan Publik yang
secara langsung maupun tidak langsung memberikan
pelayanan kepada penerima pelayanan publik.

11. Responden adalah penerima pelayanan publik yang berada di
lokasi pelayanan dan/atau yang pernah menerima pelayanan
yang dimintai jawaban/ tanggapan atas pertanyaan yang




12. Pencacah/Survevor adalah seseorang vang

melakukan
pemeriksaan atau mengawasi dan mengamati suatu pekerjaan

dalam pelaksanaan survei.

13. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan

usaha, baik vang berbentuk badan hukum, maupun bukan
badan hukum vang didirikan dan berkedudukan atau
melakukan kegiatan dalam wilavah hukum Negara Republik
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui
perjanjian menyclenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai
bidang ekonomi.

Pasal 2

Peraturan Kepala Desa ini dimaksudkan sebagai Pedoman
Pelaksanaan Survei Kepuasan Masvarakat pada Unit
Penvelenggara Pelavanan Publik Desa Karangbawang.

Pasal g

Peraturan Kepala Desa ini bertujuan untuk:

meningkatkan kualitas Pelavanan Publik;

b. meningkatkan kinerja Penvelenggara Pelayanan Publik; dan

.Ci‘

mengukur kepuasan masyvarakat sebagai penerima Pelayanan
Publik.

Pasal 4

Hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan survei sebagai berikut

a. mengetahui kelemahan atan kekuatan dari masing-masing

b.

Penyelenggara Pelayanan Publik;

mengukur secara berkala penyelenggaraan pelavanan vang
telah dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik;
sebagai bahan penetapan kebijakan vang perlu diambil dan
langkah perbaikan pelayanan; dan

sebagai umpan balik dalam memperbaiki layvanan agar
masyarakat terlibat secara aktif mengawasi pelaksanaan
penyelenggaraan Pelayanan Publik.




(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

BAB 11
PRINSIP DAN UNSUR

Pasal 5

Prinsip dalam melaksanakan survei, meliputi :

a. transparan;

b. partisipatif;

c. akuntabel;

d. berkesinambungan;

keadilan: dan

f. netralitas.

Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
adalah hasil survei harus dipublikasikan dan mudah diakses

"

oleh seluruh masyarakat.

Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

bahwa dalam melaksanaan survei harus melibatkan peran

serta masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk

mendapatkan hasil survei yang sebenarnya.

Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢

adalah hal-hal yang diatur dalam survei harus dapat

dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara benar dan

konsisten kepada pihak yang berkepentingan berdasarkan

kaidah umum yang berlaku.

Berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d adalah survei harus dilakukan secara berkala dan
berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan
kualitas pelayanan.

Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah
bahwa pelaksanaan survei harus menjangkau semua
pengguna layanan tanpa membedakan status ekonomi,
budaya, agama, golongan dan lokasi geografis serta
perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

Netralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah
dalam melakukan survei, pencacah tidak boleh mempunyai
kepentingan pribadi, golongan, dan tidak berpihak.



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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(8)

Pasal 6

Unsur survei meliputi :

d. persvaratan;

b. prosedur;

c. waktu penvelesaian;

d. biaya/tarif;

e. produk spesifikasi jenis pelavanan;

f. kompetensi pelaksana;

g- perilaku pelaksana;

h. penanganan pengaduan, saran dan masukan; dan

-
1]

sarana dan prasarana.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a
adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu
Jenis  pelayanan, baik persyaratan teknis maupun
administratif.

Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah
tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan
penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

Waktu penvelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ adalah jangka waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis
pelayvanan.

Biaya/tarif sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf d
adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan
dalam mengurus dan/atan memperoleh pelayanan dari
penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan
kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

Produk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
Kompetensi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf f adalah kemampuan vang harus dimiliki oleh
pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan
pengalaman.

Perilaku Pelaksana sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf g adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.




(9) Penanganan pengaduan, saran dan masukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah tata cara pelaksanaan
penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

(10) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf i adalah segala sesuatu vang dapat dipakai sebagai alat
dalam mencapai maksud dan tujuan serta segala sesuatu
vang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu

proses (usaha, pembangunan, proyvek). Sarana digunakan

untuk benda vang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana

untuk benda vang tidak bergerak (gedung).

BAB Il
RUANG LINGKUP SURVEI

Pasal 7
Ruang lingkup pelaksanaan survei meliputi :

a. obyek;

b. pelaksana; dan
c. pelaksanaan.

Bagian Kesatu
Obyek

Pasal 8

Objek dalam pelaksanaan survei sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf a meliputi pelayanan :

a barang publik;

b jasa publik; dan

¢ administratif.

Pasal ¢

(1) Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 huruf a meliputi :
a. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan
oleh Pemerintah Desa yang sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari APB Desa; dan




(2)

(1)

(2)

b. pengadaan dan penvaluran barang publik yang
pembiavaannya tidak bersumber dari APB Desa.

Pelayanan atas jasa publik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 bhuruf b adalah penyediaan jasa publik oleh

Pemerintah Desa yang sebagian atau seluruh dananya

bersumber dari Angzaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Pelavanan administratif schagaimana dimaksud dalam Pasal

8 huruf ¢ meliputi :

a. tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh
Negara dan diatur dalam peraturan perundang- undangan
dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi,
keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda; dan

b. tindakan administratif oleh instansi non pemerintah yang
diwajibkan oleh Negara dan diatur dalam peraturan
perundang-undangan, serta ditetapkan berdasarkan

perianjian dengan penerima pelayanan.

Bagian Kedua
Pelaksana

Pasal 10
Pelaksana survei merupakan perangkat Desa dan warga
masvarakat desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala

Desa.
Dalam melaksanakan survei, Pencacah/Surveyvor harus

memiliki integritas.

Pasal 11

Survei wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu)
kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Survei
Pasal 12

Pelaksanaan survei terdiri atas :
a. tahapan persiapan;
b. tahapan pelaksanaan;




¢. tahapan pelaporan.

Pasal 13

; ; : : 2
Tahapan Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

huruf a sebagai berikut :
a. penetapan pelaksana:

b. penyiapan bahan:

¢. penetapan responden, lokasi, dan waktu pengumpulan data;

dan

d. penyvusunan jadwal.
Pasal 14
(1) Tahapan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

12 huruf b meliputi pengumpulan data dan pengolahan

data.
(2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi :
a. pengumpulan data; dan
b. pengisian kuesioner.
(3) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :
a. metode pengolahan data; dan
b. perangkat pengolahan data.

Pasal 15

(1) Tahapan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf ¢ merupakan kewajiban Pelaksana Survei melaporkan
hasil pelaksanaan Survei.

(2) Sistematika pelaporan hasil pelaksanaan Survei sebagaimana
dimaksud pada avat (1) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Kepala Desa ini.

(3) Pelaporan hasil pelaksanaan Survei sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Desa.

(4) Pelaporan hasil Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dipublikasikan kepada publik.




: L ana dimaksud pada ayat (4)
(50 Publikasi hasil Survel sebagaimans lui i
: Py au melalul media
melalui pengumuman di ruang layanan ata i
i haite At yada media
cetak, media pemberitaan online website atau pacs

Jjejaring sosial.

(6) Format Publikasi hasil Survei sebagaimana te ,
an tidak terpisahkan dari

reantum dalam

Lampiran 1 vang merupakan bag

Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan Pelaksanaan Survel

scbagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pas
akan bagian tidak

al 15

tercantum dalam Lampiran [ yang merup

terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 17

(1) Metode pelaksanaan Survei menggunakan sarana kuesioner.
(2) Metode pelaksanaan Survei sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menggunakan Skala Likert, yaitu kuisioner Survei disusun
dengan cara mengajukan pertanyaan berdasarkan unsur
Survei untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi
seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial
dengan jawaban mempunyai gradasi dari sangat positif
sampai sangat negatif.
(3) Pengisian kuesioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan teknik Survei, meliputi :
a. wawancara tatap muka;
b. pengisian sendiri, termasuk yang dikirimkan melalui
surat;
¢. pengisian secara elektronik (internet/e-survei);
d. diskusi kelompok terfokus; dan/atau

e. wawancara tidak terstruktur melalui wawancara

mendalam.

(4) Format kuesioner Survei sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 yang



. : Po ala
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kep

Desa ini.
Pasal 18

(1) Dalam melaksanakan Survei Penyelenggara Pelayanan Publik
schagai Pelaksana Survei dapat bekerjasama dengan pihak
lain vang berkompeten dan akuntabel.

(2) Pihak lain vang berkompeten dan akuntabel sebagaimana
dimaksud pada avat (2) terdiri atas :

a. Badan Pusat Statistik:

b. Perguruan Tinggi/Pakar; dan

¢. Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pelaku Usaha bidang
pelayanan publik yvang berkompeten.

BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 19

(1) Pemantauan dan evaluasi terhadap hasil Survei oleh
Penyelenggara Pelavanan Publik dilaksanakan oleh
Sekretaris Desa.

(2) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada avat (1) dapat mengikutsertakan
Penyelenggara Pelayanan Publik terkait dan/atau pihak lain
vang berkompeten dan akuntabel.

(3) Hasil pemantavan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
avat (1) disampaikan kepada Kepala Desa.

Pasal zo

Pengawasan terhadap pelaksanaan hasil, pelaporan, dan
penerapan hasil Survei dilakukan oleh Kepala Desa.

BABV
PEMBIAYAAN
Pasal 21

Biava pelaksanaan Survei oleh Penyelenggara Pelayanan Publik
serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibebankan pada APB

Desa.




BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal
oo
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
rnernerintahlkan

Agar setiap Orang mengetahui,
pengundangan Peraturan Kepal a Desa ini dalam Berita Desa

Karanghbawang

Ditetapkan di Karanggedang

Pada Tanggal 23 September 2022
arangbawang

Diundangkan di Karanggedang
Pada Tanggal 2% September 2022
SEKERTARIS DESA KARANGBAWANG

SUW.
BERITA DESA KARANGBAWANG TAHUN 2022 NOMOR ...



LAMPIRAN -
PERATURAN KEPALA DESA KARANGBAWANG

NOMOR O@TAHUN 2022

TENTANG
7 . I .1 KEPUASAN
PEDOMAN PELAKSANAAN SURVEI i
PENYELENGGARA

MASYARAKAT PADA UNIT e
PELAYANAN PUBLIK DESA KARANBAWANG

A. TAHAPAN PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
I. Tahapan Persiapan
1. Tahapan Persiapan Survei
a. Penetapan pelaksana
Apabila dilaksanakan secara swakelola, perlu membentuk Tim
penyusunan Survei kepuasan masyvarakat vang terdiri dari :
1. Pengarah.
2. Pelaksana, terdiri dari -
a) Ketua.
b) Anggota sekaligus sebagai surveyer paling banyak 7 (tujuh)
orang.
3. Sekretariat paling banvak 3 (tiga) orang.
b. Pelaksana Survei
Apabila bekerjasama dengan lembaga lain, maka lembaga tersebut
harus memiliki pengalaman dan kredibilitas di bidang penelitian
atau Survei. Selain itu perlu dilakukan perikatan perjanjian kerja
sama antara lembaga lain dengan Penyelenggara Pelayanan Publik.
Lembaga lain tersebut dapat dilaksanakan oleh unit independen,
vang terdiri dari Badan Pusat Statistik, Lembaga Penelitian
Perguruan Tinggi dan Lembaga Survei yang terpercaya.
2. Penyusunan Jadwal
Penyusunan Survei kepuasan masyarakat diperkirakan memerlukan

waktu selama 1 (satu) bulan dengan rincian sebagai berikut:
a. Persiapan, 6 (enam) hari kerja;

b. Pelaksanaan pengumpulan data, 6 (enam) hari kerja;

¢. Pengolahan data survei, 6 (enam) hari kerja; dan

d. Penyusunan dan pelaporan hasil, 6 (enam) hari kerja.




3. Penyviapan Bahan Survei

a.

b.

C.

Kl.ll't-.iunpl-
g aftar
Dalam menyusun Survei Kepuasan Masyarakat digunakan d

pertanyvaan (kuesioner) sebagai alat bantu pengum pulan data

kepuasan masyarakat penerima pelayanan. Penyusunan kuﬁi‘ﬂn?r

disesuaikan dengan jenis layanan vang disurvei dan data yang ingin

diperoleh dari jenis ataupun unit lavanan. Salah satu contoh bentuk

kuesioner sebagaimana tercantum dalam Lampiran IT Peraturan

Kepala Desa ini.

Bagian Kuesioner

Bagian kuesioner secara umum, terbagi dalam :

1) Bagian Pertama
Pada bagian pertama berisikan judul kuesioner dan nama
instansi vang dilakukan Survei.

2) Bagian Kedua
Pada bagian kedua dapat berisikan identitas responden, antara
lain: jenis kelamin, usia. pendidikan dan pekerjaan. Identitas
dipergunakan untuk menganalisis profil responden kaitan
dengan persepsi (penilaian) responden terhadap layanan yang
diperoleh. Selain itu dapat juga ditambahkan kolom waktu/jam
responden saat disurvei.

3) Bagian Ketiga
Pada bagian ini berisikan daftar pertanvaan vang terstruktur
maupun tidak terstruktur. Pertanyaan vang terstruktur berisikan
jawaban dengan pilihan berganda (pertanyaan tertutup),
sedangkan jawaban tidak terstuktur (pertanvaan terbuka) berupa
pertanyaan dengan jawaban bebas, dimana responden dapat
menyampaikan pendapat, saran, kritik dan apresiasi.

Bentuk Jawaban

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanvaan unsur pelayanan

dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda.
Bentuk pilihan jawaban pertanvaan kuesioner bersifat kualitatif
untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas
pelayanan di mulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak
baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kate oo,

vaitu:




1) tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
2) kurang baik, diberi nilai persepsi 2;

3) baik, diberi nilai 3: dan

4) sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

Contoh :

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan

1) Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur
pelayanan tidak sederhana, alur berbelit-belit, panjang dan
tidak jelas, loket terlalu banyvak, sehingga proses tidak
efektif.

2) Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur
pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum
efektif.

3) Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur
pelavanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi
masih perlu diefektifkan.

4) Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur
pelayvanan dirasa sangat jelas, mudah, sangat sederhana,
sehingga prosesnva mudah dan efektif.

4. Penetapan Jumlah Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
a. Penetapan .Jumlah Responden
Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan,
tujuan Survei dan data vang ingin diperoleh. Responden dipilih
secara acak yvang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-
masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan
populasi dapat menggunakan tabel sampel dari Krejcie Morgan atau

dihitung dengan menggunakan rumus:
S={A? N.P.Q}/{d2(N-)+ A7 _P.Q}

dimana :
S =jumlah sampel
A?=lambda (faktor pengali)dengandk =1,
taraf kesalahan bisa1 %, 5 %, 10 %
P (populasi menyebar normal) = Q =05
d=0,0
Untuk memudahkan pengambilan sampel tanpa menghitung

dapat melihat pada tabel berikut :




Tabel
e Sampel Morgan dan Krejeie
Opulasi . . :
P | Sampel [ Populasi l Sampel | Populasi . Sampel

® | w N | () (N) ()
| lft | o 220 | 140 ' 1200 | 291
. 230 | 144 | 1300 | 297
20 | 19 - t ; f—————f 2
] 0 | B | wov | W&
5 | = 250 | I.;Tf 1500 | 306
% | W [ 20 | g3 | 1600 | 310
L9 | 82 o0 T use | 1700 | 313
_ .__315 | 280 | 36z | 805 [ 317 |
iy i_ | __-E'_" | 290 165 1900 !_ 320
5% 44 | 300 | 69 2000 | 322 |
| 55__ 41%_—:_325 T 175 II 2200 Ii 32?_'.
60 | 52 | 3e0 | 181 2400 | 331
% ] 56| 360 T 186 2600 | 335
- '{U __E_ 59 | 380 191 T 2800 l 338 |
I ﬂ{ 63 [ 400 196 | 3000 | 341 |
‘7 Eo__ 66 420 201 | 3500 346 |
| 85 70 ____44n :I_zns Jf 4000 | 351 |i
L__ 90 . 73 460 210 | 4500 I[ 354
| 95 |7 480 | 214 | 5000 | 357 'i
w0 |8 | w0 | @i | 6o | 361
| no ﬂﬁ__+_55n [ 226 | 7000 | 364
120 92 _|_ﬁc-0 234 __S_mn__ﬁﬁ,
)7 130 97 650 | 242 | 9000 | 368 |
! 140 ] tog | 700 | 248 10000 —'_;E B
| 450 | oS | e | |
|' 160 | 113 800 |
_1?{)__ 118 _35{}
180 123 | 900
| 190 | 127 950
i_F 200 r 132 | 1000
L 210 | 136 J 1oR |

b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
Lokasi dan waktu pengumpulan data dapat dilakukan pada :



1)

Lokag) Penyelenggara pelayanan publik pada waktu layanan;
dan

2) Lingkungan dusun pada saat responden dirumah.

Il. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan Pl‘l]g]u“puhl" Data
Pelaksanaan Pengumpulan data bertujuan untuk mempvrt&h‘h data vang
akurat dan obyektif, perlu ditanyvakan kepada masyarakat terhadap

Husur_unsur pelayanan yang telah ditetapkan.

. Pengisian Kuesioner

Pengisian  kuesioner dapat dilakukan dengan salah satu dari

kemungkinan 2 (dua) ea ra, vaitu:

a. Dilakukan sendiri oleh responden schagai penerima layanan dan
hasilnya dikumpulkan dj tempat vang telah disediakan. Dengan
cara ini sering terjadi, penerima layanan kurang aktif melakukan
pengisian - sendiri walaupun sudah ada himbauan dari
Penyelenggara Pelayvanan Publik vang bersangkutan.

b.

Dilakukan oleh Pencacah melalui wawancara oleh :

1) Penyelenggara Pelavanan Publik sendiri walaupun sebenarnya
dengan cara ini hasilnva kemungkinan besar akan subyektif,
karena dikhawatirkan jawaban vang kurang baik mengenai
instansinya akan mempengaruhi obyektivitas penilaian. Untuk
mengurangi  subyektifitas hasil penyusunan indeks, dapat
melibatkan unsur pengawas atau sejenisnya vang terkait.

2) Lembaga independen yang sudah  berpengalaman  dan
mempunyai reputasi dan kredibilitas di bidang penelitan dan
Survei, baik untuk tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten.
Independensi ini perlu ditekankan untuk menghindari jawaban
vang subyektif.

3. Pengolahan Data

Pengolahan data masing-masing metode Survei dilakukan sebagai
berikut:

a.

Pengukuran Skala Likert
Setiap pertanyaan Survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai
dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" ik

masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Survei




kepuasan mg Svarakat terhad

unsur pelavanag
ditet

apunsur pelayanan yang dikaji, setiap
memiliks pe

mimbang vang sama. Nilai penmimbang
apkan dengan Tumus se

bagai berikut:

N = hobot nilaj Per unsur

Contoh jika unsur Yang dikaji sebanyak g (sembilan) unsur

i
= — —={),11

Untuk memperoleh nilaj Survei

Kepuasan Masyarakat (SKM)
Penyelenggara Pelayvanan Publik digunak

rata_rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

F i eI e o
| B |
L

an pendekatan nilai

Untuk  memudahkan interpretasi terhadap penilaian Survei

Kepuasan Masvarakat (SKM) vaitu antara 25 - 100, maka hasil
penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25,

dengan rumus sebagai berikut :

Mengingat unit pelavanan  mempunvai  karakteristik vang

berbeda_beda maka setiap unit pelavanan dimungkinkan untuk:

1) menambah unsur vang dianggap relevan: dan

2) memberikan bobot vang berbeda terhadap g (sembilan) unsur yvang
dominan dalam Penyelenggara Pelayanan Publik, dengan catatan
jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Tabel 2

Nilai Persepsi, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelavanan dan
Kinerja Unit Pelavanan

=

NILAI | NILAIINTERVAL NTLAI MUTU KINERJA |
PERSEPS] (NI INTERVAL | PELAYANAN UNTT
KONVERSI (x) PELAYANAN
(NIK) . (¥)
1 |1.00-25006  2500-64.99 | D Tidak Baik

2 260-3.064  6500-7660 € TKurang Baik

3 T3.0634 — 3.532 _ 76,61 - 88,30 B _B_a_i.k

_‘ 3.5324 — 4,00 88,31 100,00 A | Sangat Baik




b.  Pengolahan
Pengolahan dgy

1) Pengolahan gp
Data entry day

progr
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b)

ata Supveg

| B | Al
A survei dapat dilakykan dengan 2 (dua) cara, ¥ y
ngan lmmpulrr

penghitungan indeks dapat dilakukan denges

am I-:Hmpuhlrfhi.v.lrm basis data.
2) Pengolahan see

Ard manual

Data Isian kuesioner dari setiap Responden dimasukkan ke
dalam formulir mulai dari unsur 1 (U1) sampai dengan unsur
X (UX);
Langkah selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per
HOSUr pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan, sebagai
berikut:
1) Nilai rata-rata per unsur pelayanan
Nilai masing-masing unsur pelayanan  dijumlahkan
sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh
Responden. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-
rata per unsur pelayvanan, maka jumlah nilai masing-
masing unsur pelavanan  dibagi  dengan jumlah
Responden vang mengisi.
Contoh ;
Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur
pelayanan, maka jumlah nilai  rata-rata per unsur
pelavanan dikalikan dengan ©,11 (apabila 9 unsur)
sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang,
2) Nilai indeks pelayanan

Untuk mendapatkan nilai  survei Penyelenggara
Pelayanan Publik, dengan cara menjumlahkan X unsur,
Tabel 3

Pengolahan Data Survei Kepuasan Masyarakat Per Responden dan

Per Unsur Pelavanan

RO URUT GRECLIN R CLATANAN,:
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T 1 I I —e——— ! = | |
2 | B

= = | =

= ‘5 T = | = - 4

F———— — ] __.I I

— — et — ]

: T T 1
— T




1 |
L o | i | ] . |
! 1" |
f 2
| & |
=4 | ™ 4 : ' L] 1 I
| 15 1 - 1 I + d |
= —— } | | | g
I ~Wiiaifunsur | 1 - i == — | - f——
N unsar = . | I . 4 -
'_Hqﬂ__t-r'twﬂ?tur_ e 4 T i | 1 5 — 1
I' kM unit pelavanan o : - - - . "_:.,
Ertorangan - P = Nila pendaga L T T —— o o J_ 1
g T Y — —
hrtcTangal =
-llg = ll'ul:u_-r_“_‘m H“““ __-"“.j"_ ;L ;-_i\-{n__:._ __—_\w‘ rata |
NRE = Nilai rata-raty | U | Peinanaa — 1 _. ]
T
_-1 = Jumlsh NRE 1Ky S m_:_:w_:"hﬁm_- 1 =
") = Jumlsh Npg T "_"'":_ o
Per Unsur = Jumilsh hllm;:-n- —— 'H'q: !Ti___ ﬁhﬂ  Enan ]
Jumiah R — Yoig Series Erargetene pelak-ane
Ht‘-m - '\‘.HR P Ui (L RTT] -—I__
hang T ansur va | Penlakn pelaloana - —
|| Saran dan Masokan -
IKM UNET PELAY ANAN ( Ys | Sarana dan Prasarana —1
Mutu Felayanan -
A (Sangat Baik) : B8 51 - voo oo
BiBaik) LB - BE 0

' (Kurang Baik) : 65,00 - 660
D (Tidak Baik) :25.00 -6400

3) Pengujian kualitas data

Data pendapat masyarakat yvang telah dimasukkan
dalam masing-masing kuesioner, disusun dengan
mengkompilasikan data responden vang dihimpun
berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan
terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat
digunakan untuk mengetahui profil responden dan
kecenderungan penerima lavanan.

IILTahapan Pelaporan
1. Laporan Hasil Penvusunan Indeks
Hasil akhir kegiatan penyusunan indeks kepuasan masyvarakat dari
setiap Penvelenggara Pelavanan Publik, disusun dengan materi utama
sebagai berikut :
a. Indeks setiap unsur pelayanan
Berdasarkan hasil penghitungan Survei kepuasan masyvarakat,
jumlah nilai dari setiap Penyelengsara Pelayanan Publik diperoleh
dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilaj
Survei komposit (gabungan) untuk setiap Penyelenggara




dan 18P

Pelayanan Publik. merupakan jumlah nilai rata-rata
it 0,11

unsur pelavanan dikalikan dengan pemmbang yans sama, ¥
(untuk 9 unsur).

Contoh : y
; : _ ; umit
Apabila diketahui nilai rata-rata unsur dan mnsmg-mﬂ.‘-mﬂ

pelavanan adalah sebagaimana tabel berikut -
Nilai Tnsur Surves

No Unsur Surves Lern_-a_ian Ma< arakat Kepuasan Masyarakat

1 | Pelavanan

1
N

2  Prosedur i o 1 s B

3 | Waktupelayaman = 1 - "% —
"4 | Bavatanf i il . D ===
5_ 1_Pi'nduil._ii;1'anén_ S T B

& Kompetens |x'].q]i.5.ln:f| e S —

= Perilaku pelaksana — 6

"8  Penanganan Pengaduan, Saran dan \ll.tntall - " =——E5

g Haranadanl’rm:ana s ___-__l-__———

Maka untuk mengetahui nilai Survei Penyelenggara Pelayanan

Publik dihitung dengan cara sebagai berikut :

(axo.1) + (bxo.11)+(cxo0,1) + (dxo.a1)+(ex0,11) +(fx

0.11)+ (g x 0,11) + (h x 0,11)+ (i x 0.11) = Nilai Indeks (X). Dengan

demikian nilai indeks (X) unit pelavanan hasilnva dapat disimpulkan

schagai berikut:

1) Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar X x 25
= v

2) Mutu pelavanan (lihat Tabel 2, Mutu pelavanan).

3) Kinerja unit pelavanan (Lihat Tabel 2).

Prioritas peningkatan kualitas pelayvanan

Dalam peningkatan kualitas pelayanan diprioritaskan kepada

unsur yang mempunyai nilai paling rendah untuk lebih dahulu

diperbaiki. sedangkan unsur vangz mempunyai nilai yvang tinggi

paling sedikit harus tetap dipertahankan.

Hasil Survei kepuasan masvarakat wajib diinformasikan kepada

publik minimal di ruang lavanan atau melalui media cetak, media

pemberitaan online. website, atau media jejaring sosial.

Hasil survei kepuasan masyarakat tersebut harus ada saran

perbaikan dari pemberi lavanan yang di Survei terhadap

peningkatan kualitas pelayvanan publik.
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nsi petugas dengan unsur perilaku
petugas. Tujuan dari analisy bivariat ini adalah untuk melihat

hubungan satu unsyr dengan unsur lain sebagai dasar untuk
menjelaskan suatu masalah,

Melalui analisa ini, hasil pengelohan data Survei Kepuasan

Masyarakat (SKM) tidak hanya dimunculkan analisa kuantitatif saja
(indeks atau angka SKM), tetapi juga analisa kualitatif. Analisa ini
sangat penting untuk perbaikan kualitas Pelavan Publik maupun
pengambilan kebijakan dalam rangka Pelavanan Publik.

Oleh karena itu, hasil analisa ini perlu dibuatkan dan direncanakan
tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dapat
dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling buruk
hasilnya. Penentuan perbaikan harus direncanakan til:ldak lanjut
dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan),
jangka menengah (lebih dari 12
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1. Pendahuluan

Berisi latar belakang masalah, tujuan Survei, metode, tim Survei dan jadwal

pelaksanaannya Survei:

a. Latar belakang masalah memuat berbagai hal penvebab munculnya
problematika dalam penyusunan Survei, baik ditinjau dari kom ponen
yang akan disurvei dan dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan
publik.
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Dengan ini kami Pemerintah Desa Karangbawang mengharapkan kehadiran
saudara pada -

r Hari / tanggal - Jum’at, 23 September 2022
Waktu - 09:00 s'd Selesai
Tempat - Kantor Desa Karangbawang
Acara - Musyawarah Pembahasan Perkades Tentang Pedoman

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Pada Unit
Penvelenggaraan Pelayaan Desa Karangbawang
Keterangan - Mohon Hadir Tepat Waktu

Demikian atas perhatian dan kehadirannya kami sampaikan terimakasih.

Kepala Désa Karangbawang
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el ;Wﬂ)ﬂlm dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat Di Desa Karangbawang.
N : keterbukaan dan kejujuran serta memperlancar tugas yang berkualitas,
B it dom sl
' - 3. Mewujudkan Pemerintah Desa yang mandiri, bertanggungjawab dan bermanfaat dengan dilandasi
: nilai-nilai luhur budaya bangsa sesuai denpan undang-undang dasar republik Indonesiat tahun
1945.
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e
ol ) FERATURAN KEPALA DESA KARANGBAWANG NOMOR 8 TAHUN 2022
- TENTANG
PEMBAHASAN PEMBUATAN PERKADES PEDOMAN PELAKSANAAN SURVEY
KEPUASAN

MASYARAKAT PADA UNIT PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DESA KARANGBAWANG KECAMATAN REMBANG
KABUPATEN PURBALINGGA

: Pada Hari ini Jum'at Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan September Tahun Dua Ribu Dua

' Puluh Dua Bertempat Di Kantor Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten
Purbalingga telah dilaksanakan rapat dalam rangka membahas Tentang Peraturan Kepala Desa
Karangbawang No 8 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
Pada Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik Desa Karangbawang
Setelah dilaksanakan pembahasan dan diskust terhadap maten atau topik di atas selanjutnya
seluruh peserta menyepakati serta memutuskan beberapa hal yang berketepatan menjadi keputusan
ahir dan musyawarah yaitu .

. 1. Komitmen bersama dalam melaksanakan Survel Kepunsan Masyarakat D Desa karangbawang

2. Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran serta memperlancar tugas vang berkualitas,

efeknf dan akuntabel
3. Mewujudkan Pemenntah Desa vang mandin, beranggungjawab dan bermanfant dengan dilandasi

nilai-nilai lubur budaya bangsa sesua dengan undang-undang dasar republik Indonesia tabhun 1945

Demikian berita acra i di buat dengan sebenar benamya dan dapat di pergunakan

sebagaimana mestinya.
[Mtetapkan di karangbawang

Pada tanggal 23 September 2022

Mengetahui,
K sa Karangbawang
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FOTO KEGIATAN
PEMBAHASAN PEMBUATAN PERKADES

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SURVEY KEPUASAN
MASYARAKAT PADA UNIT PENYEL ENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DESA KARANGBAWANG.




